BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SISTEM SEWA DIESEL
ANTARA PEMILIK DAN PETANI DI DESA BULAKREJO KEC. BALEREJO

KAB. MADIUN
Dalam bab sebelumnya, penulis telah memaparkan bagaimana praktik
sistem sewa diesel antara pemilik dan pembeli di Desa Bulakrejo Kecamatan
Balerejo Kabupaten Madiun. Dari data yang didapat, maka perjanjian sewa-
menyewa tanah pertanian dengan pembayaran uang dan barang secara garis
besar dapat dianalisis dari beberapa segi, yaitu :
A. Analisis Sistem Sewa Diesel Antara Pemilik Dengan Petani
Al-Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam
memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak,
atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain. Dengan kata lain al-ijarah
adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa, melalui
pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan
(ownership/milkiyyah) atas barang itu sendiri.! Atau dalam arti luasnya
ijarah adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah-
mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa
atau imbalan jasa. Hal ini sama artinya menjual manfaat suatu benda,
bukan menjual dari benda itu sendiri.
Telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa sewa-menyewa diesel
antara pemilik dan petani didesa Bulakrejo, pemilik diesel mematok harga

sewa dari harga yang berlaku pada masyarakat berdasarkan luas tanah

! Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah dari teori ke praktik (Jakarta : Gema Insani, 2001),

117.
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penyewa yang akan diairi oleh pemilik diesel. Karena di Desa Bulakrejo
dalam setahun terjadi 3 (tiga) kali masa tanam dan panen. Pada masa
panen yang pertama per 2000 m?> pemilik diesel mematok harga sewanya
yaitu Rp 37.000,- ketika masa tanam dan panen yang kedua Rp 46.000,-
dan pada masa tanam dan panen yang ketiga pemilik diesel mematok
harga Rp 55.500 per 2000 m? luas tanah penyewa yang akan diairi. Harga
yang dipatok pemilik diesel tersebut masih diluar solar, sehingga bahan
bakar diesel mendapatkan biaya sendiri dari penyewanya, solar biasanya
dibayar petani dimuka pada saat awal transaksi.

Dalam melakukan transaksi sewa-menyewa, mereka tidak
melakukan perjanjian tertulis, melainkan memakai cara kekeluargaan
dengan rasa saling percaya, antara yang satu dengan yang lainnya atas
kewajiban-kewajiban yang harus mereka penuhi dalam sewa-menyewa
tersebut. Pemilik diesel memiliki kewajiban untuk mengairi sawah
penyewa dengan air yang cukup, dan penyewa memiliki kewajiban untuk
membayar sewanya dengan tepat waktu pada waktu yang telah
disepakati.

Akan tetapi setelah transaksi berlangsung terdapat perubahan
ditengah akad, ketika pada akad awal kedua belah pihak menyetujui.
Apabila pembayaran dibayar menggunakan uang, dengan harga yang
sudah dipatok oleh pemilik diesel, akan tetapi realitanya pembayaran
dilakukan menggunakan gabah/padi. Pada dasarnya hal ini tidak sesuai

dengan akad kesepakatan diawal, yang sama-sama sepakat apabila
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pembayaran dilakukan menggunakan uang rupiah. Sebagaimana firman
Allah dalam surat QS. A/-Maidah ayat 1 :
5l 585t st a0l
Artinya :
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”

Berkaitan dengan ayat, yang menjelaskan bahwa dalam melakukan
suatu perjanjian, harus menjalani kewajiban yang telah ditentukan
bersama atas kesepakatan kedua belah pihak. Pada hakikatnya akad dapat
dikatakan sah apabila terdapat ijab dan gabul ijab adalah permulaan
penjelasan yang keluar dari seorang yang berakad sebagai gambaran
kehendak dalam mengadakan akad jjarah. Sedangkan gabu/ adalah suatu
pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula. (mustajir)
untuk penerimaan kehendak dari pihak pertama, yaitu setelah adanya 7jab.
ijab dan gabul disyaratkan harus jelas maksuddan isinya harus tegas.

Harus jelas artinya, bahwa ungkapan baik lisan, tulisan, isyarat
maupun yang lainnya, yang dinyatakan untuk menyatakan 7jjab dalam
setiap akad , menunjukkan secara jelas jenis akad yang dikehendaki.
Karena akad itu satu sama lain berbeda baik tujuannya maupun akibat
hukum apa yang diciptakan harus jelas.? Seperti yang dijelaskan pada bab

sebelumnya, rukun Zjarah yaitu :

2 Departemen Agama RI, A/-Quran dan Terjemahnya (Bandung: Jumanatul ‘Ali-Art, 2004), 107
3 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari’ah (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), 104.
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1. Dua orang yang berakad

Mu’jir dan musta’jir, Mu’jir adalah orang yang menggunakan
jasa atau tenaga orang lain untuk mengerjakan suatu pekerjaan
tertentu. musta jir adalah orang yang menyumbangkan tenaganya atau
orang yang menjadi tenaga kerja dalam suatu pekerjaan dan mereka
menerima upah dari pekerjaannya itu.

. Sighat (ijab dan gabul)

Yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa
ijab dan gabul. ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah
seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam
mengadakan akad 7jarah. Sedangkan gabul adalah suatu pernyataan
yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (musta’ir) untuk
penerimaan kehendak dari pihak pertama, yaitu setelah adanya 7jab.*

. Ujrah (uang sewa atau upah)

Upah atau imbalan dalam Jjjarah tertentu dan sesuatu yang
bernilai harta. Oleh sebab itu, para ulama sepakat menyatakan bahwa
khamar dan babi tidak boleh menjadi upah dalam akad jjarah karena
kedua benda itu tidak bbernilai dalam Islam.> Dalam bentuk imbalan
ijarah bisa berupa benda material untuk sewa rumah, gaji seseorang
ataupun berupa jasa pemeliharaan dan perawatan sesuatu sebagai ganti

sewa atau upah. Asalkan dilakukan atas kerelaan dan kejujuran.

4 Hendi Suhendi, Figh Muamalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 116-117.
> Nasrun Haroen, figh muamalah (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), 235
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4. Manfaat

Pekerjaan dan barang yang akan dijadikan objek kerja harus
memiliki manfaat yang jelas seperti mengerjakan pekerjaan proyek,
membajak sawah dan sebagainya. Sebelum melakukan sebuah akad 7jarah
hendaknya manfaat yang akan menjadi objek 7jarah harus diketahui secara
jelas agar terhindar dari perselisihan dikemudian hari baik jenis, sifat
barang yang akan disewakan ataupun pekerjaan yang akan dilakukan.

Seperti pada penjelasan diatas, bahwa rukun merupakan sesuatu
yang harus ada, didalam sebuah transaksi. Rukun terdapat pada sebuah
akad. Layaknya sebuah transaksi 7jarah dapat dikatakan sah apabila
memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam perjanjian tersebut kedua belah
pihak merasa sudah ada rasa suka, dan menyatakan kerelaan untuk
melakukan kerjasamasewa menyewa tanpa unsur paksaan sedikitpun.

Sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa’ayat 29, yang berbunyi :

852

A5 e 5 03 u\wg}uuvﬁwr{}y\ ST Y gt 0 G
=) rgs UKA.U\ u\ rg-\ml)\ \)L.a.; y; ,V..i.w
Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu , dan
janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalahah
maha penyayang kepadamu.” ( QS. an-Nisa :29 )°

Jika dilihat dari aplikasi pada perjanjian sewa-menyewa diesel di
desa Bulakrejo tersebut, terdapat perubahan pada akad yang terjadi

diawal perjanjian. Akan tetapi, didalam pelaksanaan yang terjadi, pada

® Departemen Agama R1, A/-Quran dan Terjemahnya (Bandung: Jumanatul ‘Ali-Art, 2004), 84
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ijab dan kabul kedua pihak telah menyatakan kerelaannya dengan penuh
tanggung jawab dalam melakukan akad sewa-menyewa. Selain itu, para
pihak baik orang yang menyewakan atau penyewa dalam melaksanakan
akad Jjarah, juga sudah memiliki kecakapan dalam bertindak dengan
sempurna sehingga segala perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan analisis diatas, dari aspek penyewa yang menyewakan
atau tata cara akad sewa-menyewa, penulis menyimpulkan bahwa akad
tersebut diperbolehkan dalam hukum Islam, karena sudah memenuhi
rukun dan syarat sah dari Jjarah (sewa-menyewa).

. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Sewa Diesel Antara Pemilik dan
Petani.

Agama Islam memberikan peluang bagi manusia. Untuk melakukan
inovasi terhadap berbagai muamalah yang mereka butuhkan dalam
kehidupan mereka, dengan syarat bahwa bentuk muamalah ini tidak
keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan dalam Islam.
Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilaksanakan oleh
manusia sejak dahulu sampai sekarang, sejalan dengan perkembangan
kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri. disisi lain, sesuai dengan
perkembangan peradaban manusia, berkat kemajuan ilmu pengetahuan
dan tekhnologi modern, banyak bermunculan bentuk-bentuk transaksi
yang belum ditemui pembahasannya dalam khazanah figh klasik.

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia dalam melakukan kegiatan

ada yang bisa dilakukan sendiri dan ada juga yang dilakukan dengan
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bantuan dari orang lain. Berkaitan dengan kegiatan yang atas bantuan
orang lain inilah, yang harus diberi imbalan dalam bentuk upah, atau
imbalan dalam bentuk yang lainnya. Seperti dalam pembayaran sewa-
menyewa.

Dalam kesepakatan sistem sewa diesel, harga sewa diesel dilihat
dari bulan waktu terjadinya akad penyewaan tersebut, hal ini dikarenakan
di desa Bulakrejo dalam satu tahun dibagi atas tiga kali masa tanam dan
panen. musim tanam yang pertama persawah dengan luas 2000 m?
dihargai Rp 37.000, dan masa tanam dan panen yang kedua harga
sewanya Rp 46.000, dan pada masa tanam dan panen yang ketiga dengan
harga Rp 55.500, harga tersebut dipatok pemilik diesel diluar biaya solar,
karena solar harus mendapat biaya sendiri dari penyewa dan dibayar
dimuka, pada awal transaksi. Harga-harga tersebut awal mulanya dipatok
berdasarkan jumlah masa tanam dan panen dalam setahun, beserta
pertimbangan dari iklim yang terjadi dalam satu tahun pada tiga kali
masa tanam dan panen tersebut.

Untuk pembayaran diberikan kebebasan oleh pemilik diesel, ingin
membayar tepat setelah sawahnya diairi, atau dibayar diakhir ketika tiba
masa panen namun dengan nilai uvang rupiah, kebanyakan dari petani
memilih untuk membayar sewanya ketika panen tiba, karena pada saat itu
petani baru mendapatkan hasil dari sawahnya. Namun disaat akan tiba
waktunya membayar, petani meminta keringanan kepada pemilik diesel,

untuk membayar upah sewa diesel dengan menggunakan gabah basah, dan
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hanya solar saja yang dibayarkan oleh petani, pada waktu pemilik diesel
mengairi sawah petani tersebut.

Para ulama menetapkan syarat upah, ada dua macam yaitu :’

1. Berupa harta tetap yang diketahui

2. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari fjarah,
seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan
menempati rumah tersebut.

Syarat tersebut telah disepakati oleh para ulama. Syarat berupa
harta harus diperlukan dalam melakukan akad jjarah, karena upah (ujrah)
merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli.

Sedangkan syarat upah harus diketahui, didasarkan pada hadist
Nabi saw :

\F\M\uﬁ : Juwju&w\duem u\i‘u«wg@wd\u@
(S e By 521 4 2odlS s
Artinya :
“Dari Abi Said ra bahwa Rasulullah SAW bersabda : barang siapa
memperkejakan seorang pekerja, hendaknya ia menentukan
upahnya”. (HR. Abdul Razzaq)®

Kejelasan tentang wupah diperlukan untuk menghilangkan
perselisihan antara kedua belah pihak. Penentuan upah atau sewa ini
boleh didasarkan pada urfatau adat kebiasaan. Misalnya, sewa (ongkos)

kendaraan angkutan umum, bus, atau becak yang sudah biasa atau umum

berlaku di masyarakat, meskipun tanpa menyebutkannya hukumnya sah.

7 Wahbah al-zuhaili, a/-Figh al-Islamy Wa adillatuhu, Jilid 5, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie
al-Kattani (jakarta : Gema Insani, 2011), hal 400.

8 Muhammad bin ismail Al-amir Ash-Shan’ani, Subul As-Salam Syarah Bulughul Maram, terj.
Muhammad Isnan, dkk (Jakarta: Darus Sunnah, 2010), 374
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Menurut hanafiyah dan malikiyah, pembayaran sewa tidak bisa dimiliki
hanya semata-mata dengan akad saja. Melainkan diperoleh sedikit demi
sedikit sesuai dengan manfaat yang diterima. Dengan demikian, mu7ir
(orang yang menyewakan) tidak bisa menuntut uang sewa sekaligus
melainkan berangsur-angsur, sehari-demi sehari.

Dalam melakukan pembayaran dengan menggunakan gabah, jumlah
gabah harus ditetapkan sesuai dengan kesepakatan bersama. Hal tersebut
dilakukan agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Upah atau
imbalan dalam jjarah mestilah menggunakan sesuatu yang bernilai. Baik
berupa uang ataupun jasa yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang
berlaku. Didalam bentuk imbalan ijarah bisa berbentuk benda material
untuk sewa rumah, Gaji seseorang ataupun jasa pemeliharaan dan
perawatan sesuatu sebagai ganti sewa atau upah. Asalkan dilakukan atas
kerelaan dan kejujuran. Dalam syarat pembayaran sewa (ijarah) dijelaskan
bahwa :°

1. Bayaran hendaknya ditetapkan jumlahnya. Jika bayaran sewa

itu tidak dibayar dengan uang maka barang yang menjadi harga
itu hendaknya ditetapkan jenis, jumlah dan sifatnya.

2. Pembayaran sewa dapat dilakukan dengan segera, sebelum

memulai penggunaan barang sewa.

® Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Is/lamic Banking (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 399
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3. Sekiranya tidak disyaratkan bayaran sewa, maka dengan segera
kewajiban membayar sewa dimulai dengan pengendalian harta
yang disewa.

4. Sekiranya disyaratkan bayaran sewa selepas penggunaan, maka
pemberi sewa hendaknya menyegerakan penyerahan harta yang
disewa.

5. Sekiranya sewa ditetapkan mengikuti waktu, seperti harian,
mingguan, bulanan, dan tahunan. Maka pembayaran hendaknya
dibuat pada akhir waktu yang ditetapkan, kecualijika ada
perjanjian yang lain.

6. Sekiranya harta yang disewa itu gagal dikendalikan untuk
mendapat manfaatnya maka gugurlah bayaran sewa, mengikuti
kadar kegagalan itu.

Meskipun demikian, sesuai hasil penelitian yang ada dilapangan,
ketika pembayaran petani datang kepada pemilik diesel untuk meminta
keringanan agar pembayaran sewa dilakukan ketika datang waktu panen,
dengan menggunakan gabah basah. Namun setelah adanya diskusi dan
pertimbangan dari pemilik diesel, dalam hal ini pemilik dieselpun setuju
bahwa upahnya dibayar menggunakan gabah basah sewaktu panen karena
penyewa juga masih tetangga sendiri. meskipun pemilik diesel lebih suka
bila dibayar dengan menggunakan uang, karena mudah menghitungnya
dan jelas jumlahnya, jika ada kurang atau lebih dari yang dibayarkan.

Namun demi kemaslahatan bersama dan keharmonisan sesama, pemilik
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diesel menerima pembayaran upah sewa dengan menggunakan gabah,
karena hal ini juga dapat meringankan beban petani yang mana masih
tetangga sendiri. selain itu pemilik diesel memberikan alasan, ia tidak
perlu membeli gabah lagi untuk kebutuhan sehari-hari karena sudah
mendapat gabah dari pembayaran oleh petani yang menyewa diesel,
sehingga pemiik dieselpun bisa memaksimalkan hasil panen dari
sawahnya sendiri.

Sesuai dengan analisis, tinjauan hukum islam terhadap sistem sewa
diesel antara pemilik dengan petani di desa Bulakrejo kecamatan Balerejo
kabupaten Madiun, sistem pembayaran sewa dengan gabah basah tidak
bertentangan dengan hukum Islam karena sudah ditentukan jenis, jumlah
dan sifatnya, dan ada kerelaan di kedua belah pihak. Maka penulis
menyimpulkan secara hukum Islam, sistem pembayaran dengan
menggunakan gabah basah diperbolehkan. Karena sudah sesuai dengan

rukun dan syarat sah pembayaran sewa (7jarah).



